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MODUL 7 

 

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu  

menguraikan Proses Pembuatan Kebijakan, khususnya bagaian Agenda Setting, 

selain itu juga dilakukan review terhadap pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada 

bagian ini akan dibagi menjadi beberapa subbagian: 

1. Agenda Setting 

2. Review I 

 

B. Uraian dan Contoh  

 

1. Agenda Setting 

1.1 Pengerian Masalah Publik  

  Setiap negara mempunyai permasalahan yang harus diselesaikan, baik 

masalah antarwarga, antara warga dan pemerintah maupun pemerintah satu 

deengan pemerintah lainnya. Masalah yang menyangkut urursan orang banyak 

disebut sebagai masalah publik. Anderson mendefinisikan masalah publik sebagai 

suatu kondisi atau situasi yang menimbulkna kebutuhan atau rasa tidak puas 

masyarakat yang perlu diatasi. 

  Tidak semua masalah yang ada dalam masyarakat mendapat respon yang 

besar. suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan, 

untuk dijadikan agenda kebijakan publik, kalau memenuhi beberapa kriteria 

tertentu. Diantara sejumlah kriteria itu yang penting ialah: 
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a. Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia praktis 

tidak lagi bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai 

suatu ancaman serius yang jika tak segera diatasi justru akan menimbulkan 

luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang. 

b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat 

menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik. 

c. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dan sudut kepentingan 

orang banyak bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat 

dukungan berupa liputan media massa yang luas. 

d. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas. 

e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) 

dalam masyarakat. 

f. Isu tersebut menyangkut suatu persediaan yang fasionable, di mana 

posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya. 

Namun selain kriteria diatas untuk menjadikan suatu permasalahan 

menjadi masalah publik, terdapat empat fase dalam perumusan suatu 

masalah menjadi masalah publik. Fase pertama analis melihat rangkaian 

situasi yang menimbulkan ketidakpuasan publik atau anggapan ada 

sesuatu yang salah. Fase ini disebut sebagai pencarian masalah (problem 

search). Fase kedua adalah pendefinisian masalah (problem definition)  

yakni mendefinisikan masalah menjadi istilah yang paling mendasar dan 

umum. Kemudian problem specification merubah masalah substantive 

menjadi formal dan jelas. Kemudian fase pendalaman masalaha (problem 

sensing)  

 

1.2 Proses perumusan masalah publik 

  Mengingat pentingnya kejelasan pembatasan masalah publik,  mka proses 

perumusan masalah publikmendapat perhatian besar dari para ahli kebijakan 

seperti Weimer dan Vinning (1992). Mereka menjelaskan ada tiga pilar penting 
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yang menjadi pertimbangan dalam proses perumusan masalah yakni; Analisis 

Masalah, Analisis Solusi dan Proses pengkomunikasikan. 

  Analisis masalah menjadi dasar yang penting untuk memahaamimasalah 

melalui tahap-tahap penerimaan atau penetapan masalah, pembingkaian masalah 

yang dilanjutkan dengan pemilihan dan penjelasan tujuan dan kendala serta 

metode solusi. 

  Analisis solusi merupakan tahapan lanjut meliputi pemilihan kriteria 

evalusi, alternatif kebijakan, evaluasi serta rekomendasi Tindakan. Pilar 

Komunikasi merupakan tindak lanjut dari proses dari analisis masalah dan analisis 

solusi. 

 

1.3 Agenda setting sebagai tahap lanjut penetapan masalah publik 

  Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang 

sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan 

dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan 

memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan 

prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan 

dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki 

ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas 

dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status 

sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka 

isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada 

isu lain.  

  Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu 

publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan 

(policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). 

Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para 

aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan 

pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn 

(1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik 
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tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah 

tertentu.  

  Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat 

urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan 

tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. 

 

1.4 Alur Agenda Seting dan jendela Kebijakan. 

Berikut ini adalah proses yang dapat terjadi setelah suatu masalah 

kebijakan masuk dalam agenda kebijakan. 

a. Problem definition agenda. Hal-hal yang perlu dianalisis, didefinisikan 

dan dirumuskan secara aktif oleh pembuat keputusan sebagai dasra untuk 

melanjutkan atau tidak sebuah agenda kebijakan 

b. Proposal agenda. Kejelasan batas atau definisi sebuah agenda kebijakan 

yang telah dirumuskan 

c. Bargaining agenda. Ususlan kebijakan selalu majemuk, oleh karena itu 

ususlan kebijakan ditawarkan untuk memperoleh dukungan secara aktif 

dan serius. 

d. Continuing agenda. Tahapan lebih konkret untuk terus mendiskusikandan 

menilai ususlan kebijakan sebagai Langkah yang mendekatkan pada 

formalitas. 

 

1.5 Tingkatan Agenda 

Untuk menjadi kebijkan yang utuh, sebuah isu yang ditetapkan sebagai 

agenda perlu melalui beberapa tingkatan. Pertama agenda yang bersifat universal, 

terdiri dari semua agenda yang bisa diperbesar dibahas Bersama. Kedua, agenda 

sistemik semua masalah yang umum dirasakan oleh agenda komunitas politik. 

Ketiga agenda institusi, yaitu agenda yang mempunyai sifat lebih khusus dan 

konkret, dan mendapat perhatian sungguh-sunguh dari pejabat pemerintahan. 

Yang terakhir adalah agenda keputusan, tempat dimana suatu masalah menjadi 

kebijakan dan telah diatur dengan peraturan untuk menjalankannya. 
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2. Review 

2.1 . Konsep Kebijakan Publik 

 

Menurut Winslow (1920) seorang ahli kesehatan masyarakat 

mendefinisikan kesehatan masyarakat (public health) adalah ilmu dan seni 

mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui 

usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk: 

• meningkatkan sanitasi lingkungan 

• mengendalikan infeksi menular 

• pendidikan secara individual dalam hal hygiene perorangan 

• mengorganisasikan pelayanan medis dan perawatan untuk tercapainya 

diagnosis dini dan terapi pencegahan terhadap penyakit. Pengembangan 

sosial kearah adanya jaminan hidup yang layak dalam bidang kesehatan. 

Dengan cara mengorganisasikan hal tersebut di atas, maka akan 

memungkinkan setiap warga untuk menyadari dalam hidupnya di bidang 

kesehatan dan kehidupan. Berdasarkan difinisi tersebut di atas, maka terlihat 

bahwa ternyata Ilmu Kesehatan Masyarakat itu menyangkut sebuah kompleksitas 

yang amat dalam sekali, namun sebenarnya tidak tidak mudah bagi seseorang 

untuk memahami Ilmu Kesehatan Masyarakat. 

Berdasarkan definisi IKM menurut Winslow dapat disimpulkan bahwa 

kesehatan masyarakat mempunyai dua aspek teoritis (ilmu atau akademik) dan 

praktis (aplikatif). Kedua aspek ini masing-masing mempunyai peran dalam 

kesehatan masyarakat. Dari aspek teoritis kesehatan masyarakat perlu didasari dan 

didukung dengan hasil-hasil penelitian. Artinya dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan masyarakat (aplikasi) harus didasarkan pada temuan-temuan (evident 

based) hasil kajian ilmiah (penelitian). Sebaliknya kesehatan masyarakat juga 

harus terapan (applied) artinya hasil-hasil studi kesehatan masyarakat harus 

mempunyai manfaat bagi pengembangan program. 
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Menurut Prayitno (1994) dalam pandangan yang sempit mungkin dapat 

dikatakan bahwa Ilmu Kesehatan Masyarakat itu adalah ilmu yang mempelajari 

sehat dan sakit saja, dan dalam arti yang luas ternyata Ilmu Kesehatan Masyarakat 

adalah ilmu yang lebih menitikberatkan penanganan kasus-kasus pada upaya-

upaya pencegahan, bukan pada upaya kuratif, sebab dalam IKM dikenal adanya 5 

tahap pencegahan (The Five Level of Prevention) yang terdiri atas : 

• Upaya Promotive (meningkatkan pemahaman kesehatan) 

• Upaya Preventive (miningkatkat upaya pencegahan penyakit) 

• Upaya Protective (meningkatkan perlindungan terhadap penyakit) 

• Upaya Curative (upaya penyembuhan terhadap penyakit) 

• Upaya Rehabilitative (upaya pemulihan) 

Dengan demikian bila menyimak 5 tahap tersebut di atas, maka terlihat 

bahwa sebenarnya yang diutamakan adalah upaya-upaya non kuratif atau upaya 

non medik, sebagai contoh adalah upaya promotif yang secara nyata lebih mudah, 

lebih murah dan dapat dilakukan oleh siapa saja, artinya tidak memerlukan dokter. 

Kedua, upaya preventif atau upaya pencegahan, sebagai contoh adalah 

anjuran mencuci tangan sebelum makan, anjuran mandi 2 kali sehari, anjuran 

mengurangi konsumsi kolesterol pada penderita Hiperkolesterol, dan sebagainya, 

maka terlihat adanya perbedaan yang nyata antara upaya promotif dan preventif. 

Ketiga, upaya protektif, adalah upaya perlindungan terhadap risiko yang 

mengancam status kesehatan, diantaranya adalah pemakaian sabuk pengaman, 

masker, baju kerja, celana kerja, helm atau topi kerja, dan sejenisnya. 

Keempat, Curative atau kuratif atau upaya pengobatan. Sebenarnya terkait 

dalam hal-hal ini adalah istilah Early Detection and Prompt Treatment yaitu 

deteksi dini terhadap adanya penyakit dan adanya penanganan atau pengobatan 

yang setepat-tepatnya. Dengan demikian dalam hal ini yang diharapkan adalah 

perlunya monitoring terhadap pekerja atau penduduk atau calon penderita yang 

dilakukan jauh sebelum yang bersangkutan menderita sakit secara klinis, sehingga 
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penanganan terhadap penyakit yang disandangnya itu tidak perlu diberikan saat 

penderita telah parah penderitaannya. 

 

Kelima, Rehabilitative atau rehabilitatif atau upaya pemulihan adalah 

upaya tertentu yang dilakukan agar penderita dimungkinkan meng-alami tahap 

kembali seperti semula sebelum menderita penyakit dan dimungkinkan untuk 

dikembalikan ketengah-tengah masyarakat lagi. 

Sebelum  dibahas lebih  jauh  mengenai  konsep  kebijakan  publik, kita  

perlu  mengakaji  terlebih  dahulu  mengenai  konsep  kebijakan  atau dalam  

bahasa  inggris  sering  kita  dengar  dengan  istilah policy. 

Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kebijakan  diartikan  sebagai  

rangkaian konsep dan  asas   yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  

dalam pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak  

(tentang pemerintahan,  organisasi,  dsb);  pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  

dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Carl   J   Federick sebagaimana   dikutip Leo Agustino (2008) 

mendefinisikan   kebijakan   sebagai   serangkaian   tindakan/kegiatan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-

kesempatan terhadap pelaksanaan    usulan kebijaksanaan tersebut   dalam   

rangka   mencapai   tujuan   tertentu.   Pendapat   ini   juga menunjukan bahwa ide 

kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan 

bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena     bagaimanapun kebijakan 

harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang 

diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan 

ajang perdebatan para ahli. Beberapa panduan dalam memahami kebijakan adalah 

sebagai berikut: 

a. kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
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b. kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 

administrasi 

c. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 

d. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan atau pun adanya tindakan 

e. kebijakan biasanya mempunya hasil akhir yang akan dicapai 

f. setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit 

maupun implisit 

g. kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu 

h. kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi 

dan yang bersifat intra organisasi 

i. kebijakan publik meski tidak ekslusf menyangkut peran kunci 

lembaga-lembaga pemerintah 

j. kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. 

 

Menurut Budi Winarno (2007), istilah kebijakan (policy term) mungkin 

digunakan secara luas dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang 

lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang 

debirokratisasi dan deregulasi.  

Kebijakan juga berbeda dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan 

dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya 

kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-

pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang 

ada di dalamnya. Anderson dalam Islamy (2009) menyatakan kebijakan adalah  

 

“a purposive course of action followd by an actor or set of actors in 

dealing with a problem or matter of concern”  

 

Yang artinya adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu 

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 

memecahkan suatu masalah tertentu. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh 



 

Universitas Esa Unggul 
http://esaunggul.ac.id        

        9 / 16 

Anderson ini menurut Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan 

perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusukan 

atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara 

kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan 

diantara berbagai alternative yang ada. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan abhwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang 

sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau 

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan 

diantara berbagai alternative yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. 

Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang 

berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut: 

 

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang 

kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk 

keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan 

atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003). 

 

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn 

mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu 

dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan 

tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan 

untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber 

daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai 

mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan 

kebijakan itu sendiri. 

Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah: 

“What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of 

government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak 
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dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari 

program-program pemerintah)” (Dalam Widodo, 2001). 

 

Pendapat Edward III dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran uang 

termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam 

Budiarjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan 

keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam 

usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 

2000). Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan 

keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok 

politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan 

cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu 

Pemerintahan mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah: 

 

“Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, 

penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi 

pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta 

penilaian dan pemilihan kemungkinan” (Dalam Syafie, 1992). 

 

Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai 

tugas intelektual pembuatan  keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu 

penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah 

dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai 

dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, 

serta melakukan penelitian dan evaluasi. Adapun David Easton, sebagaimana 

yang dikutip oleh Muchsin dan Fadillah Putra dalam buku Hukum dan Kebijakan 

Publik, mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian 
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nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga 

yang berwenang seperti pemerintah (Dalam Muchsin dan Fadillah, 2002). 

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang 

secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh 

kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti 

bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah 

yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, 

pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, 

dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa 

adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi 

dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama 

dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit 

dipisah-pisahkan. 

 

2.2 Konsep Kebijakan Publik 

Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kebijakan  diartikan  sebagai  

rangkaian konsep dan  asas   yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  

dalam pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak  

(tentang pemerintahan,  organisasi,  dsb);  pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  

dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Carl   J   Federick sebagaimana   dikutip Leo Agustino (2008) 

mendefinisikan   kebijakan   sebagai   serangkaian   tindakan/kegiatan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-

kesempatan terhadap pelaksanaan    usulan kebijaksanaan tersebut   dalam   

rangka   mencapai   tujuan   tertentu.   Pendapat   ini   juga menunjukan bahwa ide 

kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan 

bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena     bagaimanapun kebijakan 

harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang 

diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 
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Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan 

ajang perdebatan para ahli. Beberapa panduan dalam memahami kebijakan adalah 

sebagai berikut: 

k. kebijakan harus dibedakan dari keputusan 

l. kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 

administrasi 

m. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 

n. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan atau pun adanya tindakan 

o. kebijakan biasanya mempunya hasil akhir yang akan dicapai 

p. setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit 

maupun implisit 

q. kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu 

r. kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi 

dan yang bersifat intra organisasi 

s. kebijakan publik meski tidak ekslusf menyangkut peran kunci 

lembaga-lembaga pemerintah 

t. kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. 

 

2.3 Analisis Kebijakan Kesehatan 

Kerangka yang digunakan dalam hal ini untuk memahami pentingnya 

mempertimbangkan isi kebijakan, proses penyusunan kebijakan dan bagaimana 

kekuatan digunakan dalam kebijakan kesehatan. Hal tersebut mengarah ke 

pemaparan peran Negara secara nasional dan internasional, serta kelompok-

kelompok yang membentuk masyarakat sosial secara nasional dan global, 

memahami bagaimana mereka berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan 

kesehatan. Juga berarti pemahaman terhadap proses dimana pengaruh-pengaruh 

tersebut diolah (contoh: dalam penyusunan kebijakan) dan konteks dimana para 

pelaku dan proses yang berbeda saling berinteraksi 

 

2.4 Proses Kebijakan Publik 
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Selanjutnya Suharto (2010) terdapat enam tahapan dalam analisis kebijakan 

antara lain : 

1. Mendefinisikan masalah kebijakan 

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk 

mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan 

suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan 

masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain masalah tersebut 

bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan, dan aspirasi 

publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan 

sosial. 

2. Mengumpulkan bukti masalah 

Pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, 

terbaru, akurat dan memadai. Pernyataan masalah tanpa bukti tidak akan 

meyakinkan pihak-pihak yang akan menjadi target naskah kebijakan kita. Bukti 

yang disertakan bisa berdasarkan hasil penelitian kita (data primer), khususnya 

naskah kebijakan yang berbentuk policy study. Data bisa pula berasal data 

sekunder, yakni hasil temuan orang lain yang dipublikasikan di buku, koran, 

internet, dokumen pemerintah. Naskah kebijakan yang berbentuk policy brief dan 

policy memo jarang menyertakan bukti berdasarkan hasil penelitian primer. 

3. Mengkaji penyebab masalah 

Para analisis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor 

yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan 

kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor 

tersebut. 

4. Mengevaluasi kebijakan yang ada 

Mengevaluasi kebijakan atau produk yang ada pada saat ini dapat mengarah pada 

perbaikan-perbaikan, namun demikian evaluasi juga sering menghasilkan 

keputusan-keputusan untuk mengganti secara total model yang ada. 

5. Mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan 
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Mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah 

sosial juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama akan 

sangat bermanfaat bagi pengembangan alternatif kebijakan publik adalah 

mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah sosial

 adalah mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau faktor-faktor 

penyumbang terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada saat ini. 

6. Menyeleksi alternatif terbaik 

Pada langkah ini telah terdapat alternatif kebijakan yang dianggap terbaik dan 

merupakan penyeleksian awal dalam mengatasi masalah. Dua kriteria yang dapat 

membantu menentukan alternatif yang paling baik adalah fisibilitas dan efektivitas. 

Kebijakan yang terbaik harus memenuhi dua kriteria tersebut (memiliki nilai 

tinggi), jika memungkinkan. Dan juga pada tahapan ini dilakukan pemantauan 

terhadap dampak dan tujuan keadaan yang hendak dicapai dari suatu kebijakan 

yang diusulkan. 

 

 

C. Latihan 

1. Jelaskan agenda setting sebagai tahap lanjut penetapan masalah publik 

2. Jelaskan bentuk/model Analisis Kebijakan 

 

D. Kunci Jawaban 

1. Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang 

sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan 

dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan 

memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan 

prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan 

dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki 

ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas 

dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status 

sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka 
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isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada 

isu lain.  

 

2. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan 

Dunn (2000) ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, 

model retrospektif, dan model integratif sebagai berikut: 

1. Model prospektif 

2. Model retrospektif 

3. Model integrative 
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